BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 5» TAHUN 2024
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal

Mengingat

15 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2),
Pasal 31, dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59j;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Ik

2,

Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah seluruh kegiatan Penanaman
Modal yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh
Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk
melakukan usaha di Daerah.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang
yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan
Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri maupun
Penanam Modal asing.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau
badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya
sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan
nilai dan prinsip Koperasi.

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang
mengakibatkan dihentikannya kegiatan Penanaman Modal untuk sementara
waktu.
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Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB' adalah bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha
dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah
laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan
permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan
disampaikan secara berkala.

Hari adalah hari kerja yang berlaku di instansi Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselengggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non
fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah
kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi
di Daerah.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah
Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah
setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan
untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang
serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam
maupun luar negeri.

Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau
media untuk menunjang kegiatan Promosi Penanaman Modal.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB 11
KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Penanaman
Modal.

SN
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Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

perencanaan Penanaman Modal;

pengembangan iklim Penanaman Modal,

Promosi Penanaman Modal;

pelayanan Penanaman Modal;

pengelolaan data dan informasi pelayanan Penanaman Modal; dan
pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Dalam menyelenggarakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Penanaman Modal dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait.
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Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 3

Penanam Modal wajib:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;

c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan
menyampaikan kepada lembaga pemerintah yang memiliki tugas
melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pemerintah di
bidang Penanaman Modal,;

d. melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
usaha Penanaman Modal;

f. bersinergi dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai
bidang usahanya dengan prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan;

g. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja
dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria
kecakapan yang diperlukan; dan

i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal,
dan/atau

d. pencabutan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Penghentian Sementara Kegiatan

Usaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dikenakan

kepada Penanam Modal yang melakukan:

a. pelanggaran ringan;

b. pelanggaran sedang; atau

¢. pelanggaran berat.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat dikenakan

secara berjenjang.
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Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 4

Penanam Modal bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika

menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan

usahanya;

menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat;

mencegah praktek monopoli;

menjaga kelestarian lingkungan hidup;

menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan

pekerja;

g. memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja
lokal; dan

h. mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan
tenaga kerja asing.

Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi administratifberupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal;
dan/atau

d. pencabutan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Penghentian Sementara Kegiatan

Usaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan

kepada Penanam Modal yang melakukan:

a. pelanggaran ringan;

b. pelanggaran sedang; atau

c. pelanggaran berat.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan

secara berjenjang.
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BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Penanaman Modal mengenakan sanksi administratif kepada Penanam
Modal yang:
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1);
b. tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1}; dan/atau
c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan oleh
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Penanaman Modal berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran atas
Kewajiban dan/atau Tanggung Jawab Penanam Modal

Paragraf 1
Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Ringan
Pasal 6
Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (4) huruf a dan/atau Pasal 4 ayat (4) huruf a dikenakan dalam hal:

a. Penanam Modal melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1);

b. Penanam Modal tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode
berturut-turut;

c. Penanam Modal menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai
tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut
dengan nilai realisasi nihil,

d. Penanam Modal tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan
jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum
dalam Sistem OSS;

e. Penanam Modal tidak menjalankan kewajiban Kemitraan selama
men jalankan kegiatan usaha; atau

f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak
membahayakan keselamatan.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) berupa:

a. peringatan tertulis pertama,

b. peringatan tertulis kedua; dan/atau

c. peringatan tertulis ketiga.

Pasal 7
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan kepada
Penanam Modal sebanyak 3 {tiga) kali berturut-turut.
Peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. Penanam Modal

Pasalg

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

{1) terdiri atas:

a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) Hari,

b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas)
Hari; dan

c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui
Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Penanam Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b melalui surat elektronik.

Terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Penanam Modal wa jib:

a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis melalui Sistem
0SS; dan/atau



(3)

(4)

(6)

(1)

(3)

(1)

b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau
ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tanggapan atas surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dievaluasi oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan
kewenangannya memberikan notifikasi kepada Penanam Modal melalui
Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur; atau

b. tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan
kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya.

Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data

dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Penanaman Modal untuk memberikan sankst
administratif berikutnya.

Paragraf 2
Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Sedang

Pasal 9

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) hurut b

dan/atau Pasal 4 ayat (4) huruf b dikenakan dalam hal:

a. Penanam Modal tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran
ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;

b. Penanam Modal terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang
membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun
di sekitar lokasi usaha; dan/atau

c. Penanam Modal melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau

b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.

Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti sanksi administratif

terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi

administratif terhadap pelanggaran berat.

Pasal 10
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan dalam
hal terjadi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf b dan hurufc.
Peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. Penanam Modal
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Pasal 11

Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Penanam

Modal wajib:

a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan
terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau

b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau
ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi oleh pejabat yang

berwenang.

Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan
kewenangannya memberikan notifikasi kepada Penanam Modal bahwa
peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur; atau

b. tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang Penanaman Modal sesuai dengan
kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan
notifikasi kepada Penanam Modal.

Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti peringatan tertulis

pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan

pengawasan.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi data

dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Penanaman Modal untuk memberikan sanksi
administratif berikutnya.

Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berupa:

a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, dalam hal melakukan
pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b; atau

b. pencabutan, dalam hal melakukan pelanggaran sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufc.

Pasal 12
Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dikenakan dalam
hal:
a. Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut
dalam jangka waktu:
1. 10 (sepuluh} Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan
tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
c; atau
2. 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan
tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1); atau
b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufb.
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
a. Pemerintah Daerah; dan
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b. Penanam Modal.

Pengenaan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan
dokumen pendukung berupa berita acara pemeriksaan.

Dalam mengenakan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara
Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
dapat bekerja sama dengan aparatur penegak hukum.

Pasal 13

Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Penanam

Modal wajib:

a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
melalui Sistem OSS; dan

b. melakukan pemenuhan kewajban, tanggung jawab, dan/atau
ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Penanam Modal telah memberikan tanggapan dan melakukan
pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal dapat mengajukan permohonan
pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem
0SS.

Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara

Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah

yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang hasilnya dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal hasil evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Penanaman Modal memberikan notifikasi
kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan
Usaha dengan tembusan kepada Penanam Modal; atau

b. tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Penanaman Modal memberikan notifikasi
kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya
dengan notifikasi kepada Penanam Modal.

Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara

Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang

Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan

perngawasan.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data

dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Penanaman Modal untuk memberikan sanksi
administratif berikutnya.

Paragraf 3
Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Berat

Pasal 14
Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf ¢
dan/atau Pasal 4 ayat (4) huruf ¢ dikenakan dalam hal:



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

a. Penanam Modal tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran
sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;

b. Penanam Modal melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
perizinan berusaha;

c. Penanam Modal terbukti melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan
bahaya atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dan/atau dapat
mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah;
atau

d. Penanam Modal melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait perizinan berusaha.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 15

Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan dalam hal:

a. Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak
lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan
tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1);

b. Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak
lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1);

c. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf d; atau

d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:

a. Pemerintah Daerah; dan

b. Penanam Modal.

Pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:

a. pencabutan NIB;

b. pencabutan sertifikat standar; dan/atau

c. pencabutan izin.

Pasal 16
Dalam hal Penanam Modal masih berminat melakukan kegiatan usahanya,
Penanam Modal wajib melakukan permochonan perizinan berusaha berbasis
risiko yang baru.
Dalam hal Penanam Modal hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai
dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit, atas
pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6
(enam) bulan Penanam Modal belum memperoleh perizinan berusaha
berbasis risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang
lain.
Atas pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2], hak akses akan
dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan NIB
dalam hal Penanamm Modal tidak melakukan permohonan perizinan
berusaha berbasis risiko yang baru.



(4)

(1)

(2)

Sebelum dilakukan pembatalan hak akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10
(sepuluh) Hari.

Pasal 17

Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1} huruf c
dan huruf d, Pemerintah Daerah mengajukan usulan pencabutan perizinan
berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS dengan disertai dokumen
pendukung berupa berita acara pemeriksaan atau putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran
lingkungan, Penanam Modal wajib melakukan pemulihan lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Notifikasi pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko kepada Penanam
Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b disertai
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan
ayat (3).

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Paragraf 4
Pencabutan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 19

Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan
membuktikan terjadinya pelanggaran atas perizinan berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha.
Dalam hal perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha
diterbitkan melalui Sistemn OSS, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
dapat mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalut Sistem OSS dengan dilengkapi dokumen pendukung.
Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS
menerbitkan pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem

0SS kepada:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. Penanam Modal

BAB IV
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI TERTENTU YANG BISA
MENDAPATKAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 20
Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Penanaman Modal
kepada Penanam Modal di Daerah.
Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Penanam Modal baru; dan/atau
b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha.
Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. insentif; dan/atau
b. kemudahan Penanaman Modal.



(1)

(2)

(1)

Pasal 21
Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf a meliputi:
a. insentiffiskal; dan/atau
b. insentif nonfiskal
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
dalam bentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
dan/atau
c. bunga pinjaman rendah.
Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
dalam bentuk:
kemudahan Perizinan berusaha;
penyediaan infrastruktur pendukung;
jaminan ketersediaan energi,
jaminan ketersediaan bahan baku, ketenagakerjaan;
bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah,
bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau
Koperasi di Daerah; dan/atau
g kemudahan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
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Pasal 22

Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:

penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal,

fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi,

pemberian bantuan teknis;

penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui

pelayanan terpadu satu pintu,

kemudahan akses pemasaran hasil produksi,

kemudahan investasi langsung konstruksi;

g kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan
Daerah;

h. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

i. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

j- fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
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(2) Dalam hal Penanam Modal menjalankan usaha yang menyerap banyak

tenaga kerja lokal Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi
informasi ketersediaan lahan, listrik, air, dan infrastruktur lainnya untuk
Penanaman Modal.

Pasal 23

Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3) dilaksanakan dengan syarat minimal sebagai berikut:

a.

b.
C.

memenuhi minimal 1 (satu) kriteria Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan;

men jalankan jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu; dan

memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah.

Pasal 24

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

a.
b.

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
menyerap tenaga kerja lokal;
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(1)

(2)

menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik
regional bruto;

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
bidang pembangunan infrastruktur;

melaksanakan alih teknologi;

melaksanakan industri pionir;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
melaksanakan Kemitraan atau kerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha
Kecil, atau Koperasi;

industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri; dan/atau

berorientasi ekspor.

Pasal 25
Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
usaha yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal dari
Pemerintah Pusat; dan/atau
usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi sektor:

® oA TP

lingkungan hidup dan kehutanan;
pariwisata; dan
ketenagakerjaan.

a. kelautan dan perikanan;

b. perindustrian;

c. perdagangan,

d. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. pendidikan dan kebudayaan;

f. kesehatan, obat, dan makanan;
g pertanian;

h. transportasi;

i

ik

k.

BABV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 26

(1) Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan meliputi:

a. Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati,

b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi atas
permchonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan
berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
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Dalam hal insentif yang akan diberikan berupa insentif fiskal, maka tata

cara pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Penanaman Modal.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeriksaan

kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal

lainnya, yang meliputi:

a. bidang usaha yang dikiasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;

b. alokasi bidang usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha
Menengah, dan Koperasi;

c. kewajiban Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
dan

d. ketentuan bidang usaha khusus (single purposel).

Penerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

berdasarkan hasil verifikasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bupati

menyampaikan penolakan secara tertulis yang disertai dengan alasan.

Ketentuan mengenai teknis dan jangka waktu Pemberian Insentif

dan/atau Pemberian Kemudahan dituangkan dalam standar operasional

prosedur yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 27
Penanam Modal baru di Daerah menyampaikan surat permohonan
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Bupati.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a.NIB;
b.surat kuasa bermaterai cukup dalam hal Penanam Modal diwakili oleh
kuasa; dan
cfotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari
penerima kuasa Penanam Modal.
Format surat permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan dari Penanam Modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah

menyampaikan surat permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian

Kemudahan kepada Bupati.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. NIB,

b. laporan keuangan perusahaan dan perhitungan laba rugi perusahaan 2
(dua) tahun terakhir;

c. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran
produk per tahun selama 2 {(dua) tahun terakhir;

d. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan
yang akan diperluas;

e. surat pernyataan untuk kesediaan mengembalikan insentif dan/atau
kemudahan;

f. surat kuasa bermaterai cukup dalam hal Penanam Modal diwakili oleh
kuasa; dan

=~
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g fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari
penerima kuasa Penanam Modal

Format surat permochonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan dari Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Format surat pernyataan untuk kesediaan mengembalikan insentif
dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

dan Pasal 28 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan

verifikasi atas permohonan.

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

membentuk tim verifikasi.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:

a. melakukan verifikasi permohonan dan memeriksa kelengkapan
persyaratan yang harus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;

c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan
besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal,

d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;

f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi
penerima insentif dan/atau penerima kemudahan Penanaman Modal;
dan

g melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan
Penanaman Modal.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh tim

verifikasi, maka tim verifikasi menyusun wuraian penelitian dan
menyampaikan hasil verifikasi dan pengkajian kepada Bupati untuk
mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Dalam hal permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan

ditolak berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi,

maka  Bupati menugaskan  kepada  Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
untuk menyiapkan pemberitahuan tertulis mengenai penolakan
permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada

Penanam Modal yang mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan

terhitung sejak hasil verifikasi diterima oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Format hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf f

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 30
Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau
kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah.
BAB VI
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 32
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 33

(1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

{2) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya
Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal.

(3) Dalam hal insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal tidak
berkaitan dengan jangka waktu, maka insentif dan/atau kemudahan dapat
diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) permohonan.

Pasal 34
(1) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 {dua) kali
terhitung sejak pertama kali beroperasi.
(2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama yang akan melakukan
perluasan usaha di Daerah paling banyak 1 (satu) kali saat akan
melakukan perluasan usaha.

Pasal 35
(1) Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua)
kali terhitung sejak pertama kali beroperasi.
(2) Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal lama yang akan
melakukan perluasan usaha di Daerah paling banyak 1 (satu} kali saat
akan melakukan perluasan usaha.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 36
(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada
Penanam Modal.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Penanaman Modal.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap
setiap Penanam Modal atas pemenuhan persyaratan Pemberian Fasilitas
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali.
Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan pada:
a. tahun berjalan; dan/atau
b. tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 38
Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan
Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya
insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
dan paling sedikit memuat:
a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; dan
b. pengelolaan usaha.
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 39

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan
laporan dart Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat
Bulan Desember tahun ber jalan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 40
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati menyampaikan
laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
di Daerah kepada Gubemur setiap 1 (satu) tahun sekali.
Laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Penanaman Modal.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
dan memuat:
a. daftar Penanam Modal baru atau Penanam Modal lama yang akan
melakukan perluasan usaha, yang mengajukan permohonan untuk
mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal,



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(4)

b. daftar Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau
kemudahan Penanaman Modal,

¢. jenis dan bentuk insentif dan/atau kemudahan dari Pemerintah
Daerah yang diberikan kepada Penanam Modal,

d. realisasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan dalam mendukung Penyelenggaraan Penanaman Modal;
dan

e. hambatan dan masalah dalam pelaksanaan pemberian insentif
dan/atau kemudahan.

BAB VIl
PROMOSI PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41
Dalam melaksanakan Promosi Penanaman Modal, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
menyusun strategi Promosi Penanaman Modal.
Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyusunan analisis calon Penanam Modal; dan
b. penyusunan analisis prospektus investasi.
Penyusunan analisis calon Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
a. mengidentifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi;
b. penetapan sektor dan wilayah prioritas promosi yang menjadi fokus
sumber Penanam Modal,
c. diskusi kelompok terarah dengan para pihak yang berkepentingan di
bidang Penanaman Modal; dan/atau
d. menyusun konsep analisis Penanam Modal atas hasil diskusi kelompok.
Penyusunan analisis prospektus investasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum
penanaman modal yang ada di tingkat pusat dan Daerah.
Bahan utama sebagai prospektus investasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diperoleh dari hasil kajian potensi investasi di Daerah yang clear
and clean dan siap jual.

Pasal 42
Promosi Penanaman Modal dilaksanakan untuk menarik Penanam Modal
potensial dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan:
a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman
Modal;
c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap
muka;
d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan/atau
e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.
Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan cara:
a. mandiri; dan/atau
b. bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait.
Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Pemerintah Pusat;



Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
lembaga non pemerintah; dan/atau
badan usaha.

®o0C

Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Penanaman Modal harus menyediakan informasi potensi dan peluang investasi
berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

hasil kajian potensi dan peluang investasi yang siap jual; dan
kebijakan untuk sektor prioritas Daerah.

Bagian Kedua
Publikasi Informasi melalui Sarana Promosi

Paragraf 1
Umum

Pasal 44
Publikasi informasi melalui Sarana Promosi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
a. pendistribusian Sarana Promosi;
b. penayangan iklan tentang Promosi Penanaman Modal melalui media

cetak dan/atau media elektronik; dan/atau

c. pengelolaan laman web dan media sosial Promosi Penanaman Modal.
Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan
melalui media:
a. cetak; dan/atau
b. elektronik.

Paragraf 2

Sarana Promosi Penanaman Modal

Pasal 45

Sarana Promosi Penanaman Modal disediakan oleh Pemerintah Daerah

dalam bentuk:

a. materi promosi; dan

b. format dan desain Sarana Promosi.

Materi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

memperhatikan:

a. potensi Penanaman Modal dari sudut pandang calon Penanam Modal
dalam mengevaluasi potensi Penanaman Modal,

b. potensi Penanaman Modal yang ditampilkan atau dikemas menjadi
potensi yang menarik bagi calon Penanam Modal; dan

c. pemberian informasi yang lengkap tentang potensi sehingga Penanam
Modal mendapatkan gamharan mengenai kelayakan potensi.

Materi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

memuat informasi mengenai:

a. prosedur perizinan Penanaman Modal;

b. insentif dan kemudahan Penanaman Modal,

c. potensi dan peluang Penanaman Modal;

d. prospektus investasi siap jual; dan

e. biaya/tarif /retribusi dalam melakukan usaha.

Format dan desain Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf b ditentukan dalam bentuk:

a. cetak; dan/atau

b. elektronik.



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Format Sarana Promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a dapat berupa:

flyer,

poster;

lea flet;

booklet;

banner;

spanduk;

baliho;

kolom surat kabar dan/atau majalah; atau

i. bentuk media cetak lainnya.

Format Sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat {(4) huruf b dapat berupa:

a. iklan atau siaran melalui media televisi atau radio;

b. konten melalui media sosial;

c. konten melalui laman web;

d. kolom dalam majalah dan/atau surat kabar online; atau

e. bentuk media elektronik lainnya.

R R ERE

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan/atau Partisipasi pada Pameran Penanaman Modal

Pasal 46
Penyelenggaran dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dapat
dilaksanakan di dalam atau luar Daerah.
Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
pameran berskala:
a. nasional; dan/atau
b. internasional.
Kegiatan pameran berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
Kegiatan pameran berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah
yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan
pemerintah di bidang Penanaman Modal.
Dalam hal Perangkat Daerah terkait akan menyelenggarakan kegiatan
pameran berskala internasional yang berkaitan dengan kegiatan
Penanaman Modal dan/atau menampilkan potensi ekonomi Daerah, maka
harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melalui Perangkat
Daerah yang membidangi pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau Pertemuan Tatap Muka

(1)

Pasal 47
Seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2} huruf c dilaksanakan
dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi.



(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

Seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membahas
suatu permasalahan ilmiah terkait Penanaman Modal yang mengacu pada
hasil kajian potensi investasi dan/atau hasil laporan kegiatan terkait
potensi investasi.

Seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan
tenaga ahli/pakar.

Seminar Penanaman Modal dan/atau forum bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:

a. dalamjaringan; dan/atau

b. luar jaringan.

Bagian Kelima
Penerimaan Misi dan/atau Pendampingan Penanam Modal

Pasal 48
Penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan dengan
pendampingan atau penawaran prospektus investasi kepada calon
Penanam Modal yang berpotensi untuk menanamkan Modal di Daerah.
Penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. koordinasi dengan instansi terkait;
b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang, dan
kebijakan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
c. memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait serta mendampingi
kunjungan ke lokasi.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Seluruh Kegiatan Promosi

Pasal 49

Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. laporan evaluasi kegiatan;

b. profil minat Penanaman Modal,

¢. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau

d. formulir penilaian peserta.

Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan:

a. lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi
kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang Penanaman Modal;
dan/atau

b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Penanaman Modal di lingkup provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2014 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

tapkan di Wonosari
a tanggal 13 Febfuont 202y
TI GUNUNGKIDI?

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 13 Februort 2e2y
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR §



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT

SURAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL BAGI PENANAMAN MODAL BARU

KOP PERUSAHAAN

Lamp. : 1 (satu] bendel
Perihal : Permohonan Insentif /Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

Bupati Gunungkidul

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

di GUNUNGKIDUL,

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal
dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan e

Alamat Perusahaan

.................................. el EpOT e s R e
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan

................................... il 2] D103 0 e p e S e R e e
Alamat Lokasi Perusahaan

.................................. R eameeieee. AL

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah
sebagaiberikut:
1. Insentif
a. Insentif Fiskal:
1) pengurangan pajak
2] keringanan pajak
3) pembebasan pajak Daerah
4] pengurangan retribusi
5] keringanan retribusi
6) pembebasan retribusi Daerah
7) bunga pinjaman rendah
b. Insentif Non Fiskal
1) kemudahan Perizinan berusaha
2) penyediaan infrastruktur pendukung
3) jaminan ketersediaan energi
4) jaminan ketersediaan bahan baku, ketenagakerjaan
5 bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan/atau Koperasi di Daerah



6} bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi

di Daerah
7} kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(SEDM ATl o sics snmpasd s a i s s e R e R A

Kemudahan:

apgp

e
i
g
h
i
i

penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal

fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi

pemberian bantuan teknis

penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu
satu pintu

. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

kemudahan investasi langsung konstruksi
kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah

. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil

kemudahan akses pasokan bahan baku
fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah

Bersama ini kami lampirkan:

NIB;

surat kuasa bermaterai cukup dalam hal Penanam Modal diwakili oleh kuasa; dan
fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa
Penanam Modal.

1.
2,
8,

20 ..

R L AEEERE R RR RS

Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif /fkemudahan penanaman modal yang dimohon,

[\

JQPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT
SURAT PERMOHQONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAMAN MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP PERUSAHAAN
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif /Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Bupati Gunungkidul

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

di GUNUNGKIDUL.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal
dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

.................................. i HEE) 010) bl areerrom et R
Nama Pimpinan
Alamat Pimpinan

R, " NSO I
Alamat Lokasi Perusahaan

...... ................... f1112 5 070) ol IR RRR U S )

Adapun jenis insentif /kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah
sebagaiberikut:
1. Insentif
a. Insentif Fiskal:

1) pengurangan pajak

2) keringanan pajak

3) pembebasan pajak Daerah

4) pengurangan retribusi

5) keringanan retribusi

6) pembebasan retribusi Daerah



7) bunga pinjaman rendah
b. Insentif Non Fiskal:

1) kemudahan perizinan berusaha

2) penyediaan infrastruktur pendukung

3) jaminan ketersediaan energi

4) jaminan ketersediaan bahan baku, ketenagakerjaan

5) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan/atau Koperasi di Daerah

6) bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau
Koperasi di Daerah

7) kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan
(S I o s e S s S e B s L e

2. Kemudahan:

penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal

fiasilitasi penyediaan lahan atau lokasi

pemberian bantuan teknis

penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalul pelayanan
terpadu satu pintu

e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

f. kemudahan investasi langsung konstruksi

g kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan
h

i

i

2 o

perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah
kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
kemudahan akses pasokan bahan baku

fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah

Bersama ini kami lampirkan:

1. NIB;
2. laporan keuangan perusahaan dan perhitungan laba rugi perusahaan 2 (dua) tahun
terakhir;

3. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun
selama 2 (dua) tahun terakhir;

4. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan
diperluas;

5. surat pernyataan kesanggupan penerima insentif dan/atau kemudahan;

6. surat kuasa bermaterai cukup dalam ha! Penanam Modal diwakili oleh kuasa; dan

7. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima
kuasa Penanam Modal

............. TR (
Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif /kemudahan penanamajn modal yang dimohon.

/)
TI GUNUN Dl b
i 3 ;
i

SUNARYANTA




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELLAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN
MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP PERUSAHAAN

_______ B T T p———— -

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat Perusahaan dan No Telp.

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan ............ccccoieiiiniiieenin...., dengan ini
menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun .... yang
telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif
dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar
yang telah ditetapkan oleh tim verifikasi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat
dipergunakan seperiunya.

Yang menyatakan
Materai Rp. 10.000

Jabatan, tanda tangan nama
terang, dan cap perusahaan

TI GUNU GKIDU;

-



A. Variabel Penilaian

| Sem———

‘ NO VARIABEL INDIKATOR PARAMETER NILAI

1. | Kontribusi Penanam modal dapat | a. Tingkat ratesaiEs | 1
Terhadap memberikan dampak pendapatan karvawan per
Peningkatan terhadap peningkatan bulannya dibawah UMK
Pendapatan pendapatan rata-rata | b. Tingkat rata-rata 2

masyarakat disekitar pendapatan karyawan per

| lokasi. bulannya sama dengan

| UMK

| c. Tingkat rata-rata |
' | pendapatan karyawan per | 3
| bulannya diatasUMK

| 2. | Pcnya'apéf | Penggunaan tenaga a. Ada penyerapan tenaga 1
| n Tenaga kerja lokal yang kerja lokal berpendidikan
| Kerja Lokal dibutuhkan/ dipekerjaka dasar (SD/SMP) .

n dalam usahanya b. Ada penyerapan tenaga |

| ker ja lokal 2
berpendidikan menengah
| (SMA/SMK) I
' c. Ada penyerapan tenaga
kerja lokal berpendidikan

' tinggi 3

(Diploma/Akademi/Sarja
na)

3. | Penggunaan Penanaman modal a. Rasio total biaya bahan 1
Sumberdaya menggunakan bahan baku dari sumber lokal
Lokal baku lokal lebih besar yang digunakan terhadap

dibandingkan bahan total kebutuhan bahan
baku yang diambil dari baku kurang dari 10%
luar daerah yang | b. Rasio total bhiaya bahan 2
digunakan dalam baku dari sumber lokal
kegiatan usahanya yang digunakan terhadap
total kebutuhan bahan
baku antara 10% - 30%

c. Rasio biaya bahan baku | 5
dari sumber lokal yang |
digunakan terhadap total

I kebutuhan bahan baku
i lebih dari 30%
|

4. | Kontribusi Penanaman modal | a. Belum ada kontribusi| 1
Terhadap melaksanakan , danaCSR
Peningkatan penyaluran dana dari | b. Kontribusi dana CSR 2
Pelayanan program Tanggungjawab | kurang dari 2% /Tahun
Publik social(CSR) secara rutin dari keuntungan

bersihnya

c. Kontribusai dana CSR 3
lebih dari 2%/Tahun dari

| | keuntungan bersihnya o

5. | Kontribusi Peningkatan totail a. Penanaman modal tidak | 1
| Terhadap produksi penanaman memiliki dokumen |
PDRB modal baik perkiraan ; AMDAL .

maupun realisasinya b. Penanaman modal

memilikidokumen AMDAL
namun tidak melakukan
daur ulang




NO |

VARIABEL

INDIKATOR

PARAMETER

NILAI

. Penanaman

limbahnya
Bersih)

{Produksi

modal
memiliki dokumen AMDALI
dan melakukan daur
ulang limbahnya {Produksi
Bersih|

Berwawasan
Lingkungan
dan

Berkelan jutan

Badan Usaha
/Penanaman Modalyang
usahanya berada dan
atau/ sesuai dengan

: rencana tata ruang
daerah,; RP.JPD,dan
RPJMD; dan kawasan
strategis cepat tumbuh

. Usaha

penanam modal

dengan  RTRW
namun  tidak  masuk
dalam dokumen
PJPD/RP.JMD/Renstra
SKPD dan tidak berlokasi
di kawasan strategis
cepat tumbuh

sesuai

. Usaha penanam modal

sesuai dengan RTRW,
masuk dalam dokumen
PJPD/ RPJMD/Renstra
KPD namun tidak
berlokasi di

sesuai dengan RTRW

;Jmasuk dalam dokumen |

RPJPD/ RPJMD/Renstra
SKPD dan berlokasi di
kawasan strategis cepat
tumbuh

kawasan |
strategis cepat tumbuh |
. Usaha penanam modal

Skala Prioritas
Tinggi

Badan
Usaha/Penanaman
Modal yang usahanya
berada dan /atau sesuai
dengan : rencana tata
ruang daerah; RPJPD;
RPJMD; dan kawasan
strategis cepat tumbuh

Usaha penanaman modal
sesuai  dengan
namun tidak  masuk
masuk dalam dokumen
PJPD/RPJIMD/ Restra
SKPD dan tidak berlokasi

di kawasan strategiscepat |

tumbuh

. Usaha penanaman modal |
i

sesuai dengan RTRW,

masuk dalam dokumen |
RPJPD/ RPJMD/Renstra |

KPD namun tidak
berlokasi di kawasan
strategis cepat tumbuh

Usaha penanaman modal
sesuai dengan RTRW,

masuk dalam dokumen;

RPJPD/ RP.JMD/Renstra |
SKPD dan berlokasi di |

kawasan strategis cepat

tumbuh |

RTRW |

2

3

~¥0



NO | VARIABEL

8

Bidang usaha '

pembangunan
Infrastruktur

Melakukan
AlihTeknologi

10

Merupakan
Industri
Pionir

NILAI

unggulan daerah

yvang memiliki keterkaitan
kegiatan usaha yang luas
(Keterkaitan kedepan dan
kebelakang) tapi tidak
mendukung
pengembangan Produk
Unggulan Daerah (PUD)

INDIKATOR PARAMETER
Penanaman Modal yang Penanaman modal yang 1
mendukung pemerintah | dalam usahanya
daerah dalampenyediaan menyertakan
sarana dan prasarana pembangunan
yang tidak menyertakan
dibutuhkan oleh pembangunan FASOS dan
masyarakat FASUM

. Penanaman modal
yang dalam  usahanya
menyertakan 2
pembangunan FASOS dan
FASUM
memperoleh dukungan
dana dari APBD '
. Penanaman modal yang
dalam usahanya
menyertakan 3
pembangunan FASOS
dan FASUM .
Penanaman modal yang . Belum ada transfer 1
memberikan teknologi kepada
kesempatan kepada Pemerintah Daerah
pemerintah daerah dan maupun kepada
masyarakat dalam Masyarakat |
meningkatkan . Transfer teknologi kepada |
pengetahuan dan Pemerintah Daerah dan 9
penerapan teknologi Masyarakat dilakukan
yang digunakan oleh dengan dukungan dana
penanam modal APBD '
. Transfer teknologi kepada |
Pemerintah Daerah dan
Masyarakat dilakukan 2
dengan pembiayaan
penuh dari penanaman

- modal

| Penanam Modal yang Usaha penanam modal | 1
membuka jenis usaha nukan jenis usaha baru
baru  yang  memiliki dan tidak memiliki |
keterkaitan kegiatan keterkaitan kegiatan
usaha yang luas, usaha yang luas
member nilai tambah (Keterkaitan kedepan dan |
dan  memperhitungkan kebelakang) dan  tidak |
eksternalitas yang mendukung
terjadi, memperkenalkan pengembangan
teknologi baru, serta Produk Unggulan Daerah
memiliki nilai strategis {PUD])
dalam mendukung | b. Usaha penanam modal 2
pengembangan  produk adalah jenis usaha bam

~N



NO| VARIABEL

INDIKATOR

PARAMETER

NILAI

| c. Usaha penanam modal

adalah jenis usaha yang
memiliki keterkaitan
kegiatan usaha yang luas
(Keterkaitan kedepan dan
kebelakang dan
mendukung
pengembangan Produk
Unggulan Daerah (PUD}

11 | Melaksanakan
Penelitian,
Pengembangan
dan inovasi

Kegiatan
bergerak  di
penilitian
pengembangan,
teknologi
mengelola
daerah

usahanya
bidang
dan
inovasi
dalam
potensi

. Tidak

ada kegiatan

Litbang dan
inovasi dalam

peningkatan nilai tambah
produk unggulan daerah

(PUD)

. Ada kegiatan Litbang dan

inovasi tidak
terkait dengan
pengembangan produk
unggulan daerah (PUD}

Ada kegiatan Litbang dan
inovasi namun  yang
terkait erat dengan
pengembangan produi
unggulan daerah {PUD)

narmun

12 | Bermitra
denganUMKMK

Melakukan kemitraan
dengan pengusaha
mikro, kecil, menengah
atau koperasi

13 | Menggunakan
Barang Modal,
Mesin Atau
Peralatan
Dengan
Kandungan

| Lokal

Kegiatan usahanya
menggunakan barang
modal
(bahan/kandungan
lokal}, mesin, atau
peralatan yang
diproduksi di
negeri

dalam

. Penanam

. Penanam Modal belum
kemitraan |

melakukan
tidak secara fungsional

melakukan kemitraan
secara fungsional dalam
bidang produksi saja.
Penanam Modal
melakukan kemitraan
secara fungsional dalam
bidang produi dan
pemasaran hasil

Modal |

Penanaman modal belum
menggunakan barang
mndal, mesin atau
peralatan produksi
dengan kandungan lokal
Penanaman

modal menggunakan
barang modal, mesin atau
peralatan produksi
dengan kandungan lokal
kurang dari 50%
Penanaman

modal menggunakan
barang modal, mesin atau
peralatan produksi
dengan kandungan lokal
lebihdari 50%




NO| VARIABEL INDIKATOR PARAMETER NILAI

14 | Berorientasi Hasil produksi kegiatan |a. 10%-25% hasil produksi 1
Ekspor usaha untuk di ekspor diekspor
b, >25%-350% hasil produksi 2
diekspor
c. >50% hasil produksi di 3
ckspor

(i “SKOR NILAI

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai
B. SKALA PRIORITAS
T
G 171 = - B e o)
C. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Insentif /kemudahan yang diberikan terdiri d ari:

. A s i e T S e B S S S T R e e e S R

Frekuensi insentif /kemudahan diberikan sebanyak. .......ccoccvvviiiiiiiniiinienisienne e
Jangka waktu insentif /kemudahan diberikan selama. ..........cccoeeviiiiiiiiicniiiesiiieennnns

W OmOSAN, & s mnsarasauisin e
Ketua Tim Verifikasi
Sekretaris Daerah
Kabupaten

Gunungkidul

{72 R
Pangleat(Golll i armts
i T T

TI GUNUNGKID?
bl

SUNARYRANTA



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NAMA PERANGKAT DAERAH
Nama Perangkat Daerah dengan aksara Jawa

............................. (nomorn) i (kota) cansiniiiii (kode pos)iesr:
Telepom: s sreinnisins s Balesimiles o
POSel: woimiuamnmisiivi e imva s o LBATTIRIYY it s s R i R S AR

TIM VERIFIKASI

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berdasarkan Hasil Penelitian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim
Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten
Gunungkidul memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan e e R e e e T R

Nama Pimpinan i o i A e i S M A s S
Alamat Pimpinan

Alamat Lokasi Perusahaan

................................................ MEICHONE, . rge i it
Untuk mendapatkan insentif /kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

a.

b.

&



Frekuensi insentif /kemudahan diberikan sebanyak.........ccoccceiiiiiiniiiniiniinieismseeisnmseens
Jangka waktu insentif /kemudahan diberikan selama............cccceiiiiieininniinninna.

Wonosari, ....c.eeeuees

Ketua Tim Verifikasi

Sekretaris Daerah Kabupaten
Gunungkidul

DN ke 2 s b
Pamgleat/ Gol. sicisiiis sadaiisse seimsinmie

4 SUNARY;*’TA



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
Kepada Yth.

Bupati Gunungkidul

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

di GUNUNGKIDUL

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal yang telahdiberikan sebagai berikut :

. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha

Bidang Usaha
T .
Jenis Insentif Fiskal yang Nl E S
| Diperoleh 3. —
Jenis Insentif Non Fiskal yang é
Diperoleh . — i
g,
o= = —
Jenis Kemudahan yang 2. "
Diperoleh 3 T
i : | Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum
| Nilai Omzet Penjualan dibernilean INSENUETRD, i v oresbimmmmmmis e
Sebelumdan Sesudah Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah

Diperoleh Insentif diberikan insentif RP.......occ.oeeveiiimrmnneaeenn..

Pembelian Bahan Baku *)
Restrukturisasi Mesin Produksi *)
Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)

53
2.
Penggunaan Insentif N
4.
o

*) beri tanda X pada angka di depannya



II. PENGELOLAAN USAHA

Peningkatan Kapasitas
KaryawanMelalui Pelatihan
Tematik

Jumlah Eryawan yang mengikuti pelatihan
khusus sebelum memperoleh insentif
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan
khusus setelah memperoleh insentif

Peningkatan Kapasitas
KaryawanMelalui Pelatihan

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan
umum sebelum memperoleh insentif

Tematik Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan
umum setelah memperoleh insentif
BIDANG PRODUKSI : | Volume produk yang dipasarkan sebelum

mernpesole R NS E R S i b e b e s

Volume produk yang dipasarkan setelah
memperoleh insentif ...l

BIDANG PEMASARAN ;

Volume produk yang dipasarkan
sebelummemperoleh insentif
-Orientasi pasar dalam 1 Propinsi ...........c........

-Orientasi pasar luar Propinsi ........ccococeevine.

Volume produk yang di-pasarkan
setelahmemperoleh insentif
-Orientasi pasar dalam 1 Propinsi ..................

-Orientasi pasar luar Propinsi ............ccoeeneen

ll. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Terget produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh

insentif

Tahun Volume Produksi Volume Penjualan

1
2
3

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi} yang akan dikerjakan setelah memperoleh

insentif:

Bidang perdagangan (SEDULKAI..........c.vvieieireerenserierneressemiessranennessssenmssnennne

Bidangjasa (sebutkanj,.,

Bidang pengolahan (scbutkan)

c. Peningkatan kapasitas mesm/pera_latan produk setclah dlperoleh 1nsent1f (ben tanda

X):

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalaui penggantian sebagaian mesin/peralatan

...................... Eads ety e O e
Pelapor

| SUNARYANTA




